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KATA PENGANTAR 

 

Manajemen kinerja dan good governance yang merupakan salah satu 

agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh 

pemerintah saat ini, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem 

AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintah yang tidak 

hanya fokus pada peningkatan akuntabilitas namun fokus juga pada 

peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna 

anggaran untuk mempertanggung-jawabkan kinerja atas penggunaan uang 

dari masyarakat yang telah dibelanjakannya. 

Sistem AKIP mengukur keberhasilan instansi pemerintah dari hasil 

atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran 

pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut. 

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jambi melakukan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang 

tertuang dalam laporan ini. 

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini meliputi aspek perencanaan strategis 

yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran serta aspek akuntabilitas 

kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas 

kinerja, dan evaluasi kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja, 

analisis akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama pada 

umumnya dan seluruh anggota organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada khususnya dalam rangka 

evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan selanjutnya. 

 

 

Jambi,     Januari 2026 

Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jambi 
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Pembina Utama Madya 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai 

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya 

berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-

masing instansi. 

Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan 

kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai 

akuntabilitas, akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala 

pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah 

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah 

kepemerintahan yan baik (good govermance) di Indonesia. 

Dengan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi diharapkan 

dapat: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat 

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. 

BBBAAABBB   III   
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2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik 

dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan 

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di dalam 

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan dan 

susunan perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 8) dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 

berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah 

daerah dengan susunan organisasi dinas terdiri dari: 

a. Kepala Badan;  

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 

3. Subbagian Program dan Pelaporan.  

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari: 

1. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah I;  

2. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah II; dan  

3. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah III.  
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d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari: 

1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;  

2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan  

3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah.  

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:  

1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I;  

2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan  

3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III. 

f.  Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:  

1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah;  

2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah; dan  

3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah. 

g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan Daerah, terdiri dari:  

1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Daerah;  

2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan  

3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah.  

h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:  

1. Subbidang Pajak Daerah I; 2.  

2. Subbidang Pajak Daerah II; dan  

3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain 

i.    UPTD; dan 

j.    Kelompok Jabatan Fungsional 
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jambi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2021 serta Peraturan 

Gubernur Jambi Nomor 12 tahun 2021 mempunyai tugas pokok: 

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi: 

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan 

daerah dan pendapatan; 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang pengelolaan keuangan daerah; 

3. Membina dan memfasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah 

lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

4. Melaksanakan kesekretariatan Badan; 

5. Melaksanakan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil 

dan pendapatan lain-lain, anggaran, akutansi, pembinaan APBD 

kabupaten/kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan 

barang milik daerah dan sistem informasi keuangan daerah; 

6. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 

keuangan daerah;  

7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan  

8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 

mempunyai kewenangan: 

1. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun 

rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas. 

2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta 
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pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai 

dengan rencana yang telah di tetapkan. 

3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan 

kinerja, perbaikan-perbaikan tata laksana dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah. 

4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan 

dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan 

Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan. 

5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan 

dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan daerah dan 

pengamanan barang milik daerah. 

6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan  pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim 

dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, 

administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Lain-lain Yang Sah. 

8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan 

keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan baru. 

9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka 

penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan 

Daerah kepada Kabupaten/Kota. 

10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan. 

11. Pelaksanaan Manejemen Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jambi berdasarkan Pergub Jambi Nomor 12 Tahun 2022 dipimpin oleh 

Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 6 (enam) orang 

Kepala Bidang dan 10 (sepuluh) orang kepala UPTB pada Kabupaten / 

Kota dalam Provinsi Jambi. 
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Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan 

daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka 

mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta 

pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, 

aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan 

dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi 

Sekretariat; 

b. pengoordinasian dan perumusan usulan program, rencana 

kerja dan anggaran tahunan Sekretariat dan Badan; 

c. pengoordinasian dan perancangan standar operasional 

prosedur pelayanan administrasi lingkup Sekretariat meliputi 

pelayanan perencanaan dan pelaporan program, keuangan dan 

aset, administrasi umum dan kepegawaian; 

d. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan 

teknis, dan pedoman terkait tugas dan fungsi Sekretariat; 

e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan di lingkup Badan dan Sekretariat; 

f. pelaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis 

beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, 

kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan; 

g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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h. pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, 

penatausahaan serta pengelolaan sistem akutansi dan 

pelaporan keuangan Badan; 

i. pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, 

keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan 

Badan; 

j. pembinaan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan 

anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, 

perlengkapan, evaluasi dan pelaporan; 

k. pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan 

pelaporan, keuangan dan aset, serta administrasi umum dan 

kepegawaian; 

l. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja tahunan 

(RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksaaan 

Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Badan, dan 

Laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

m. penyelenggaraaan pengkajian bahan penataan kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan pengembangan pelayanan publik Badan; 

n. pengoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan, 

standar operasional prosedur, dan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan lingkup Badan; 

o. pengoordinasian pengkajian dan verifikasi terhadap 

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial yang menjadi urusan Badan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

p. pengoordinasian dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan aparat pengawasan; 
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q. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan standar mutu 

pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi;  

r. penyelenggaraan rapat majelis TPTGR; dan 

s. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas 

membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di Bidang 

Perencanaan Anggaran Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam 

penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD/SKPKD 

dan atau RKAP/DPPA SKPD/SKPKD; 

c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau 

perubahan APBD; 

d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

dan/atau perubahan penjabaran APBD; 

e. penyusunan petunjuk teknis tentang penyusunan anggaran 

SKPD/SKPKD; 

f. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan; 

g. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah; 

h. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;  

i. pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota (khusus untuk 

Perangkat Daerah provinsi); dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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3. Bidang Perbendaharaan.   

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Badan dalam 

rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan 

dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Perbendaharaan mempunyai 

fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah; 

b. pelaksanaan koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi penatausahaan pembiayaan daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan 

dana transfer lainnya; 

e. pelaksanaan koordinasi penempatan uang daerah dengan 

membuka rekening kas umum daerah; 

f. pelaksanaan koordinasi pemprosesan, penerbitan dan 

pendistribusian lembar SP2D; 

g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan 

dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian 

penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta 

penerbitan SKPP; 

h. pelaksanaan koordinasi penyediaan anggaran kas;  

i. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan realisasi 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, 

dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); 

j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang 

timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis 

pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi 

kas; 

k. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan 

pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D 

dengan instansi terkait; 
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l. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis 

administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

(SPJ);  

m. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ 

pengembaIian kelebihan penerimaan; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai 

tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis 

di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan 

kas daerah; 

b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran 

kas daerah; 

c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggung- 

jawaban pelaksanaan APBD; 

d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggung-

jawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi; 

e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan Perangkat 

Daerah, BLUD dan PPKD; 

g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
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h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta 

pembiayaan; 

i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD; 

j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional 

penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; 

k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah; 

l. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan 

dan tuntutan kerugian daerah; 

m. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;  

n. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi 

pemerintah daerah; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

 

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas 

membantu Badan dalam rangka perumusan kebijakan 

perencanaan kebutuhan, standar harga barang, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan BMD, penatausahaan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian BMD, Penilaian, Pemindah-

tanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan 

peraturan perundang undangan. 

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar harga 

berdasarkan jenis dan tipe barang; 

b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan RKBMD; 

c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan 
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persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan BMD; 

d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 

e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik 

daerah; 

f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi 

dan hukum barang milik daerah 

g. pelaksanaan koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan 

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD; 

h. pelaksanaan koordinasi hasil penilaian BMD 

i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 

j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka 

penyusunan laporan barang milik daerah;  

k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan 

laporan barang milik daerah dari SKPD; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

6. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pendapatan Daerah  

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam 

rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, 

pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, 

Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, 

pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; 

b. pelaksanaan analisa regulasi pendapatan daerah; 
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c. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait 

dengan pendapatan daerah; 

e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan 

informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada 

masyarakat; 

g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah 

yang berbasis teknologi informasi; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah; 

i. penyelenggaraan system informasi pendapatan daerah baik 

internal maupun eksternal; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;  

k. perumusan penindakan atas pelaksanaan pelayanan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas 

membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang 

Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah; 

b. perumusan kebijakan teknis intensifikasi pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

c. pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah; 
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d. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan 

penilaian pajak daerah dan retribusi daerah; 

e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan lain-lain; 

f. pelaksanaan fungsi koordinator pajak daerah pada UPTD 

pengelolaan pendapatan daerah; 

g. pelaksanaan fungsi koordinator retribusi daerah pada 

organisasi Perangkat Daerah terkait pemungutan retribusi 

daerah; 

h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; 

i. pelaksanaan sosilaliasi dan promosi pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

j. pelayanan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

k. pelayanan proses administrasi keberatan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

l. pelaksanaan rekonsiliasi dan realisasi penerimaan pendapatan 

daerah; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di 

setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana 

Teknis Badan (UPTB) yang terdiri dari: 

1. UPTD Pendapatan Daerah Kota Jambi. 
2. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ma. Jambi. 

3. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari. 
4. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. 
5. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin. 

6. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. 
7. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo. 
8. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. 

9. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Barat.  
10. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Timur. 
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Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau 

beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPTD mempunyai tugas 

yang sama sebagai berikut: 

 Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu 

yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 

di bidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan 

melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam 

perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan 

Daerah di wilayah kerjanya. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai 

fungsi : 

a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan 

penerimaan lainnya di wilayah kerjanya 

b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daearah 

dan penerimaan lainnya diwilayah kerjanya 

c. Pelaksanaan pendapataan subjek dan objek pajak daerah dan 

penggalian potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya 

diwilayah kerjanya 

d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya 

diwilayah kerjanya 

e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah 

f. Pelaksanaan penagihan 

g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor 

h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan 

daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit 

Pelaksana Teknis Badan (UPT Bakeuda) sesuai Peraturan Gubernur 

Jambi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pemebentukan, Sususnan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
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Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Badan keuangan Daerah 

Provinsi Jambi, yang terdiri dari : 

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kota 

Jambi. 
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 

Kabupaten Ma. Jambi. 

3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 
Kabupaten Batanghari. 

4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 

Kabupaten Sarolangun. 

7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 
Kabupaten Merangin 

8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 
Kabupaten Tebo 

9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 

Kabupaten Bungo 
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di 

Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. 

 

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau 

beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPT Bakeuda mempunyai 

tugas yang sama sebagai berikut: 

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu 

yang diberikan Badan Keuangan Daerah dibidang pelayanan 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi 

dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta 

pengendalian pemungutan pendapatan Daerah diwilayah kerjanya. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPT BPKPD) BPKPD Provinsi Jambi mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan 

penerimaan lainnya di wilayah kerjanya 

b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daearah 

dan penerimaan lainnya diwilayah kerjanya 
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c. Pelaksanaan pendapataan subjek dan objek pajak daerah dan dan 

penggalian potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya 

diwilayah kerjanya 

d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya 

diwilayah kerjanya 

e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah 

f. Pelaksanaan penagihan 

g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor 

h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah 

i.     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Susunan Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari : 

1. Kepala 

Kepala UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas: 

Membantu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

sebahagian tugas teknis operasional/teknis penunjang dibidang 

pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah dan melaksanakan 

koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan 

operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di 

wilayah kerjanya  

 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan 

kantor, rumah tangga, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan 

mengkoordinir seluruh kegiatan 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, 

umum dan keprotokalan 

b. Mengelola administrasi kelengkapan kantor 

c. Melaksanakan pelayanan administratif 

d. Mengelola adminitrasi kepegawaian 

e. Mengelola administrasi keuangan 
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f.  Menyusun kebijakan, program dan pelaporan 

g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dilingkungan Kantor 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya  

 

3. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-

lain 

Mempunyai tugas menetapkan, menerima dan membukukan Pajak 

Daerah dan Penerimaan Lain-lain serta menghimpun daftar 

tunggakan. 

 

 

Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain 

mempunyai fungsi: 

a. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

PKB dan BBNKB 

b. Melaksanakan pelayanan penerimaan Pajak Daerah dan 

penerimaan lainnya 

c. Melaksanakan pembukuan penerimaan 

d. Melaksanakan pembukuan piutang pajak 

e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

f. Menyusun laporan kegiatan yang berkenaan dengan 

operasional pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya 

g. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

4. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan 

Penerimaan Lainnya 

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyuluhan dan 

penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya 

Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan 

Penerimaan Lainnya mempunyai fungsi : 
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a. Menyelenggarakan pendataan objek pajak daerah  

b. Menyampaikan surat penagihan, surat peringatan dan surat 

teguran kepada wajib pajak  

c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

d. Meghimpun, menyusun dan menyajikan data penerimaan dan 

potensi 

e. Mengintensifkan kegiatan pemungutan, yang meliputi 

penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan 

penegakan hukum 

f. Menyusun laporan kegiatan yang berkenaan dengan 

pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya 

g. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

C. KEADAAN PEGAWAI 

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jambi dalam merealisasikan penerimaan pendapatan daerah 

yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, didukung oleh 

aparatur /sumber daya manusia per 31 Desember 2025 sebanyak 309 

orang yang terdiri dari : 

1. Pejabat Struktural  :   69  Orang 

2. Pejabat Fungsional Tertentu :    2  Orang 

3. Pejabat Fungsional Umum :  232  Orang 

 

Sedangkan  kondisi  kepegawaian dapat  diketahui  dari  tabel  

dibawah ini:
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Berdasarkan Pangkat / Golongan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Berdasarkan Pendidikan Formal : 

 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1. SD 0 

2. SLTP 3 

3. SLTA 39 

4. D3 13 

5. S1 182 

6. S2 64 

7. S3 2 

 

NO PANGKAT / 

GOLONGAN 

J U M L A H 

1. I A - 

  B - 

  C - 

  D - 

2. II A    

  B 1 

  C 4 

  D 11 

3. III A 24 

  B 33 

  C 51 

  D 137 

4. IV A 37 

  B 4 

  C 1 

  D 0 

   J U M L A H                    314 
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b. Berdasarkan Pendidikan Struktural : 

 

NO JABATAN PIM II PIM III PIM IV 

1. ESELON II  1 - 

2. ESELON III - 8 3 

3. ESELON VI - 3 22 

4. Fungsional 

Umum 

- 8 11 

   

c.  Berdasarkan Pendidikan Struktural : 

 

NO JABATAN 

STRUKTURA

L 

ESELON KONDISI 

RIL 

FORMA

SI 

1. Kepala 

Badan 

II.A 1 1 

2. Sekretaris III.A 1 1 

3. Kepala 

Bidang 

III.A 6 6 

4. Kepala UPTB III.B 10 10 

4. Kasubbag/K

asi 

1V.A 51 51 

 

 

D. KEUANGAN 

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran 

(APBD Murni) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 

1.092.711.712.760,- dan mengalami perubahan anggaran (APBD 

perubahan) sehingga belanja langsung menjadi                                              

Rp. 1.073.512.234.278,- 
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E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Dengan diberlakukannya UU HKPD No. 1 Tahun 2022 adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berlaku sejak 5 

Januari 2022, bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal, 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah, kualitas belanja, serta 

harmonisasi kebijakan keuangan pusat-daerah untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan pemerataan layanan. UU ini mengatur berbagai 

aspek seperti pajak daerah (termasuk PBB dan PKB), retribusi, Dana 

Transfer Umum (DTU) dan Khusus (DTK), serta sinergi pendanaan 

antar daerah.  

Poin-Poin Penting dalam UU HKPD No. 1 Tahun 2022: 

•      Tujuan Utama: Menguatkan otonomi daerah secara fiskal, 

meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan mendukung 

pemerataan pembangunan serta kesejahteraan. 

•      Perluasan Basis Pajak Daerah: Memperluam sumber pendapatan 

daerah melalui pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

•       Sinergi Pendanaan: Mendorong kerja sama antar daerah (antar-

daerah) dan antara pusat-daerah dalam skema pendanaan untuk 

program prioritas. 

•       Pengaturan Dana Transfer: Mengatur Dana Transfer Umum (DTU) 

dan Dana Transfer Khusus (DTK) dengan lebih jelas untuk 

mendukung belanja daerah. 

•      Harmonisasi Kebijakan: Menjaga keselarasan kebijakan fiskal 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

 

Manfaat bagi Daerah: 

•       Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan dan 

optimalisasi pajak/retribusi. 

•       Fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

•       Peningkatan kapasitas untuk pembiayaan pembangunan melalui 

instrumen seperti Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.  
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       Secara keseluruhan, UU HKPD 2022 menjadi landasan baru 

dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien.  

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jambi  sangat berperan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

dari proses Anggaran Belanja Dan Anggaran Pendapatan Daerah serta 

sebagai Koordinator Pendapatan Daerah, Penganggaran, 

Penatausahaan dan Pelaporan APBD, mulai dari proses Perencanaan 

hingga Evaluasi dan Pelaporan 

 

 

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH 

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2020, secara sistematis meliputi : 

- Bab I  : Pendahuluan 

- Bab II  : Perencanaan Kinerja 

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

- Bab IV : Penutup 

- Lampiran. 
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BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS. 

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 

sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang 

mungkin akan timbul. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 

Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2018 

menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capainya 

telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD. Selaras dengan 

capaian yang melebihi target menimbulkan konsekwensi logis adanya 

tindak lanjut dalam usulan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan RPJMD tahun 

2022-2026. 

Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait 

target kinerja sasaran, program kegiatan pendukung sasaran Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan 

maksimalisasikan hasil dari perubahan RPJMD 2022-2026 akan 

digunakan sebagai penduan dalam menentukan program kegiatan 

dalam rencana kerja sampai dengan akhir tahun RPJMD. 

 

a. Visi dan Misi 

Visi suatu organisasi akan memberikan kontribusi suatu 

organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri 

merupakan bagian dari perencanaan strategis. Visi tidak hanya 

penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap 

BAB II 
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perkembangannya, yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan 

lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi 

merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi 

akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, adaptif, inovatif dan 

produktif. 

Berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu 

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan 

azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah, 

maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jambi mempunyai visi  

“Terwujudnya jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan 

profesional di bawah ridho Allah SWT”. Mantap 2024”. 

Visi tersebut adalah merupakan pernyataan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 

untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga 

Provinsi Jambi yang maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan 

profesional di bawah ridho Allah SWT dapat terwujud.  

Dengan menetapkan Misi Pembangunan Tahun 2022 - 2026, yaitu: 

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan 

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah 

3. Memantapkan Kualitas SDM  

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan 

inti organisasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk 

mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan di dalam visi, 

untuk dapat merealisasikan visi tersebut Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menetapkan 

misi yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

• Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan : 

➢ Meningkatakan kualitas manajemen serta pembenahan 

sistem pengelolaan pendapatan daerah dan tata kelola 

keuangan 

➢ Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 
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➢ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih 

➢ Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada 

masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan 

lainnya 

➢ Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan daerah 

➢ Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan 

kerjasama dengan unsur terkait 

• Meningkatkan Keuangan Daerah dengan : 

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah dengan cara : 

➢ Perbaikan manajemen terhadap pengelolaan keuangan 

➢ Meningkatkan kualitas APBD dari perencanaan sampai 

pelaporan keuangan 

➢ Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan 

daerah 

• Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah 

dengan : 

➢ Meningkatkan Manajemen Pengelolaan BMD 

➢ Meningkatkan kualitas SDM Tim Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dan Pengurus Barang serta Informasi Barang Milik 

Daerah 

b. Tujuan dan Sasaran 

- Tujuan 

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi merupakan hasil akhir yang akan dicapai yang dihasilkan 

dalam jangka waktu tertentu. Guna mewujudkan visi dan misi 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 

sebagai ujung tombak Pemerintah Provinsi Jambi dalam 

mengelola dan mencari  sumber - sumber  pendapatan  akan 

selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk 
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memberikan pelayanan prima guna meningkatkan pendapatan 

daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Jambi akan selalu 

maju. Inilah yang menjadi tujuan dari Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. 

- Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau yang dihasilkan secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah 

3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

4. Meningkatnya pendapatan daerah 

c. Strategi  

Strategi adalah cara pencapian tujuan dan sasaran yang 

dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program. Untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, perlu 

disusun suatu strategi untuk pencapaiannya . Adapun strategi 

yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah dan 

kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan 

untuk mendukung pembiayaan kegiatan pelayanan masyarakat 

dan pembangunan. 

 Dalam Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Jambi telah menetapkan strategi dan kebijakannya yang 

telah ditetapkan. 

Strategi yang telah ditetapkan yaitu : 

1. Mengadakan Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 

Persemester  

2. Peningtakan sarana prasarana pendukung pelayanan publik  



28 

 

3. Peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen 

perencanaan dan laporan kinerja 

4. Perbaikan manajemen terhadap pengelolaan keuangan 

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan 

daerah 

6. Meningkatkan kualitas SDM Tim Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dan Pengurus Barang serta Informasi Barang Milik 

Daerah  

7. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi  

8. Meningkatkan pendapatan daerah lainnya 

 

d. Kebijakan 

Peningkatan Koordinasi dan kualitas SDM Pengelola 

Pendapatan dan keuangan daerah. Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi sangat 

dipengaruhi oleh Peraturan Perundang- undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain 

Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang merupakan komponen 

dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga 

sulit untuk melakukan ekstensifiksi sumber penerimaan yang 

baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar 

tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 

pemerintah Provinsi Jambi tidak dapat menambah jenis 

penerimaan baru, karena didalam UU nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis 

Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah/Provinsi kebijakan 

yang diambil untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah 

dengan mengaktifkan kembali kendaraan yang telah lama mati 
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pajak dan memfasilitasi kendaraan plat luar untuk dimutasikan ke 

Provinsi Jambi melalui program pemutihan pajak dan Daerah 

didorong untuk lebih meningkatkan kinerja dalam bidang 

Pelayanan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan 

Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah maupun 

Retribusi Daerah. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Meningkatnya Tranparasi dan 

Akuntabilitas Kinerja dan 

Pengelolaan keuangan Daerah 

OPINI BPK WTP 

2 
Meningkatnya Pendapatan 
Daerah 

Persentase Peningkatan 
Porsi PAD Terhadap 

Penerimaan Daerah 

6,7 % 

3. 

Meningkatkan kualitas 

pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Kontribusi Barang Milik 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

0,13 % 

Persentase Pengamanan 

Barang Milik Daerah 
94,86% 

4. 
Meningkatnya kualitas 
Pelayanan Publik, 

Akuntabilitas Kinerja 

Skor IKM 
 

89 

 

 

 

 

Predikat AKIP 

 

81 

 

 Program Anggaran Keterangan 

1 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

Rp. 93.073.519.362,- 

 

2 
PROGRAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 
Rp. 960.788.404.598,- 

 

3 
PROGRAM BARANG MILIK 
DAERAH 

Rp. 3.383.268.128,- 
 

4 
PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH 
Rp. 16.267.042.190,- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH 

: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
PROVINSI JAMBI 

TAHUN ANGGARAN : 2025 
 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan APBD 

Opini BPK Atas Laроran 
Keuangan 

WTP 

Persentase Realisasi Belanja 
Terhadap Belanja Total dalam 
APBD 
 

95 % 

 

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Rp. 93.073.519.362  

2. PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Rp. 960.788.404.598  

3. PROGRAM PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

Rp. 3.383.268.128  
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH 

: BADAN PENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI JAMBI 

TAHUN ANGGARAN : 2025 
 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatkan kemandirian 
fiskal daerah melalui 
optimalisasi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Persentase PAD Terhadap 
Pendapatan Daerah 

44.49 % 

Rasio Pajak Daerah terhadap 
PDRB 

0.66 % 

 

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Rp. 93.073.519.362  

2. PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Rp. 960.788.404.598  

3. PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Rp. 16.267.042.190  

 

Dalam proses penetapan kegiatan tahunan dan penetapan 

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan menghasilkan 

rencana kinerja tahunan, maka dalam hal ini untuk penetapan kinerja 

yang terdiri dari 4 (Empat) program, 16 (Enam Belas) kegiatan dan 53 

(Lima Puluh Tiga) Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dapat. 

 

C. RENCANA ANGGARAN 

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran 

(APBD Murni) Sebesar Rp. 1.092.711.712.760,- dan Mengalami 

Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) sehingga menjadi Rp. 

1.073.512.234.278,-. 
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BAB III AKUNTABILITAS    KINERJA    

 

Kinerja merupakan struktur yang menghubungkan antara sumber 

daya dengan hasil atau sasaran perencanaan serta merupakan instrumen 

untuk merancang memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. 

Pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi  akan diuraikan tentang capaian kinerja 

dan realisasi anggaran selama tahun 2025. 

 

A. CAPAIAN KINERJA 

 

Pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi , berdasarkan hasil pengukurannya 

dapat disajikan analisis capaian kinerja organisasi, dengan rincian 

sebagai berikut : 

I. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 

Tabel 3. 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi 

 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 5/4 x 

100%) 
1. Meningkatnya 

Tranparasi dan 
Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Pengelolaan 
keuangan Daerah 

OPINI BPK WTP WTP - 

2. Meningkatnya 
Pendapatan Daerah 

Persentase 
Peningkatan PAD  6,70 % - - 

3. Meningkatkan 
kualitas pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Persentase 
Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah 

0,13 % 0,13 % - 

94, 86 % 95,98 % - 

4. Meningkatnya 
kualitas Pelayanan 

Publik, 
Akuntabilitas 
Kinerja 

Skor IKM 89  89,27 - 

Nilai AKIP  81 - - 

BBBAAABBB   IIIIIIIII   
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5. Meningkatkan 
kemandirian fiskal 
daerah melalui 
optimalisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Persentase PAD 
Terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

44,49 % 43,15 % 0,92 % 

Rasio Pajak 

Daerah terhadap 
PDRB 

0,66 % 0 - 

6. Meningkatkan 
efektivitas dan 
efisiensi 
pelaksanaan APBD 

Opini BPK Atas 
Laроran Keuangan 

WTP WTP - 

Persentase 
Realisasi Belanja 
Terhadap Belanja 
Total dalam APBD 

95 % 91,95 % 96,79 % 

 

 

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu : 

Sasaran I : MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya transparansi 

dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Badan 

Keuangan Daerah digunakan indikator kinerja yaitu : Hasil Audit BPK 

atas Laporan Keuangan Daerah dengan rincian masing-masing 

indikator sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja : OPINI BPK 

Pengukuran hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasi Tahun 2025. Perbandingan target dan realisasi dilakukan 

terhadap hasil audit BPK tahun 2024, dikarenakan proses audit 

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan 

setelah diserahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

kepada BPK (paling lambat 31 Maret tahun berikutnya), 

sementara penyusunan laporan kinerja SKPD dilakukan sebelum 

proses audit tersebut. Sehingga data yang digunakan untuk 

menghitung realisasi kinerja tahun 2024 adalah data hasil audit 

tahun 2023. Atas target dan hasil audit tersebut diklasifikasikan 

dengan skor sebagai berikut : 

- Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : 100% 

- Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : 67% 

- Memperoleh Opini Tidak Wajar (TW) : 33% 
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- Memperoleh Opini Dissclaimare : 0% 

 

Tabel 3. 2.  

Realisasi dan Capaian Kinerja atas Hasil Audit Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi 

 

NO. PEMERINTAH DAERAH  
TARGET KINERJA 

TAHUN 2025 

REALISASI 

KINERJA 

TAHUN 2025 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2024 

1 2 3 4 5 

1 PROVINSI JAMBI WTP WTP 100 % 

Jumlah Persentase 100 % 100 % 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas, dikarenakan hasil audit BPK atas laporan 

keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat memperoleh opini WTP, 

sesuai dengan target kinerja, sehingga persentase capaian kinerja 

sebesar 100%. 

 

Sasaran II : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH  

Sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi 

dan lain-lain menjadi salah satu sasaran strategi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan daerah dikarenakan alasan teknis dan 

alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran 

pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah pada OPD berpendapatan 

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya pendapatan 

daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase 

peningkatan Pendapatan Asli Daerrah, dengan analisa capain kinerja 

sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah 

Tolak ukur capaian kinerja yaitu: Persentase Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan langkah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung terlebih dahulu Peningkatan PAD terhadap 

pendapatan daerah tahun 2025 dengan formulasi perhitungan:  
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Realisasi PAD Tahun Berjalan - Realisasi PAD Tahun Sebelumnya 

P   :  ---------------------------------------------------------------------- x 100 % 

Realisasi  PAD Tahun Berjalan 

 

Jumlah realisasi PAD berupa pajak, retribusi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah 

dibagi jumlah total Target PAD dikalikan seratus persen. 

Gambaran tentang pendapatan dari pajak daerah yang 

dipungut antara lain bersumber dari pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak 

rokok. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor terjadi 

perluasan objek pajaknya selain premium, pertamax, solar, 

pertaminadex, bio solar, pertalite juga dexlite dan pertamax 

turbo meskipun wilayah objeknya masih terbatas. 

Dalam pengukuran kinerja persentase peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah, langkah pertama yaitu menghitung terlebih dahulu 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah 

pada tahun 2025, sesuai dengan table berikut:  

Tabel 3. 3. Penerimaan Asli Daerah Tahun 2025  

 

 Kode 

Rekening 
URAIAN ANGGARAN REALISASI  %  

1 2 3 4 5  

4.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 1.956.383.072.385,00 1.831.812.624.956,04 93,63 

4.1.01 Pajak Daerah 1.559.706.122.017,00 1.506.673.378.938,41 96,60 

4.1.02 Retribusi Daerah 199.750.378.965,00 192.597.271.589,84 96,42 

4.1.03 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 41.696.127.577,00 41.819.949.487,87 100,30 

4.1.04 
Lain-lain PAD yang 
Sah 155.230.443.826,00 90.722.024.939,92 58,44 

Sumber Data : SIPD RI unaudited 
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Dari data dalam tabel diatas diperoleh hitungan persentase 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2025 

dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: 

  

 

             Rp  1.831.812.624.956,04 – Rp. 2.089.306.166.951,86 

 -14,05%   :  -----------------------------------------------------------   x   100 

                                    Rp. 1.831.812.624.956,04,- 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Pengingkatan Pendapatan Asli 

Daerah 2025 diatas, maka diperoleh nilai Pengingkatan 

Pendapatan Asli Daerah 2025, dengan formula sebagai berikut : 

Persentase Peningkatan Pengingkatan Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2025 = -14,05 %    

 

Selanjutnya dilakukan perbandingan Tahun Sebelumnya 

sebagaimana tabel dibawah ini : 

 

Tabel 3. 4. Penerimaan Asli Daerah tahun 2024 

 

Kode 
Rekening  

URAIAN   ANGGARAN   REALISASI % 

          

4,1 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 
(PAD)  

 
2.507.259.254.955,00  

 
2.089.306.166.951,86  

   
83,33  

04:01:01 Pajak Daerah    1.798.468.577.749,00    1.839.108.467.508,38   102,26  

04:01:02 Retribusi Daerah         13.843.388.818,00         14.313.389.752,00   103,40  

04:01:03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan  

     409.840.262.118,00         35.478.131.501,78       8,66  

04:01:04 Lain-lain PAD yang Sah       285.107.026.270,00       200.406.178.189,70     70,29  

 

 

Dari tabel diatas, Pengingkatan Pendapatan Asli Daerah 2024 

diatas, maka diperoleh nilai Pengingkatan Pendapatan Asli 

Daerah 2024, dengan formula sebagai berikut : 

Persentase Peningkatan Pengingkatan Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2024 = -14,05 %    
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Realisasi PAD Tahun Berjalan - Realisasi PAD Tahun Sebelumnya 

P   :  -----------------------------------------------------------------------------  x 100 % 

                           Realisasi  PAD Tahun Berjalan %. 

 

           Rp  2.089.306.166.951,86 – Rp. 2.095.649.226.537,57 

 -0,30 %   :  -----------------------------------------------------------   x   100 

                                    Rp. 2.089.306.166.951,8604,- 

 

Dari data pada tabel diatas diketahui bahwa capain peningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD) Tahun 2025 kurang dari target yang ditetapkan sebesar 6,7 % dimana 

capaian pada tahun 2025 – 14,05 %, dan jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi 

penurunan diketahui bahwa capain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2024 

sebesar -0,30 %, terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD sebesar – 14,05 %,     

dari tahun sebelumnya disebabkan  : 

1. Belum maksimalnya kegiatan validasi dan pendataan terhadap seluruh Wajib Pajak 

dan Objek Pajak (populasi) yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk setiap jenis 

pajak daerah, hanya terdapat data wajib pajak yang melapor/mendaftar; 

2. Belum difungsikan secara maksimal tenaga pemeriksa pajak daerah yang 

bersertifikat untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan menegakan peraturan bidang 

perpajakan; 

3. Belum terintegarsinya data NIB pada DPMPTSP Provinsi Jambi dengan data 

NPWPD untuk Wajib Pajak Badan serta data NIK dengan NPWPD untuk Wajib Pajak 

Pribadi; 

4. Belum terdapat regulasi teknis terkait Pengelolaan Pajak Pajak Daerah dan 

Pemeriksaan Pajak Daerah serta belum diupdatenya regulasi tentang penetapan 

besaran Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan sejak 

tahun 2012; 

5. Belum optimalnya sinergi antara Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jambi dengan 

BPKPD Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran rokok ilegal; 

6. Sistem pemungutan pajak yang belum sepenuhnya digital membuat proses 

pelayanan belum efektif  dan berpotensi terjadinya fraud; 

7. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak dan penegakan hukum 

yang belum optimal mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakannya; 

8. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya membayar 

pajak daerah; 

9. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau dalam pengawasan dan pemungutan pajak. 
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Sasaran III : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG 

MILIK DAERAH. 

Dalam pengukuran sasaran strategis Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan formulasi perhitungan 

sebagai berikut: 

95,98 

101,18 %   :  -------------------  x   100 % 

94,86 

 

 
Tabel 3. 5. Realisasi Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah  

Tahun 2025 

 

Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah  94,86 % 95,98 % 101,18 % 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja atas 

indikator kinerja persentase Pengamanan Barang Milik Daerah Daerah 

tahun 2025 adalah sebesar 95,98 %, sehingga mencapai target yang 

diinginkan yaitu sebesar 94,86 %. Adapun capaian kinerja tahun 2025 

adalah sebesar 101,18 %. 

Selanjutnya dilakukan perhtiungan Persentase Pengamanan 

Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan table 

berikut : 

 

101,87 %   :  -------------------  x   100 % 
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Tabel 3.6 

Tabel 3. 6. Realisasi Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah  

Tahun 2024 

Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah          %           % 101,87 % 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja atas 

indikator kinerja persentase Pengamanan Barang Milik Daerah Daerah 

tahun 2024 adalah sebesar  %, sehingga mencapai target yang 

diinginkan yaitu sebesar  %. Adapun capaian kinerja tahun 2024 

adalah sebesar 101,87 %. 

 

Dari data pada tabel diatas diketahui bahwa capaian Realisasi 

kinerja atas indikator kinerja persentase Pengamanan Barang Milik 

Daerah 2025 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 101,18 %  

(Target  94,86 %. Realisasi  95,98 %,), jika dibandingkan dengan tahun 

2024, terjadi sedikit penurunan. Diketahui bahwa Realisasi kinerja 

atas indikator kinerja persentase Pengamanan Barang Tahun 2024 

sebesar 101,87 %. 

 

Sasaran IV : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN 

AKUNTABILITAS KINERJA  

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya meningkatnya 

kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja, digunakan 2 (dua) 

indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah 

Nilai AKIP, dengan analisa capain kinerja sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jambi dilakukan penyebaran Kuesioner di Bidang 

Perbendaharaan dan 10 UPTD Kabupaten/Kota, adapun 
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penyebaran sebanyak 1 setiap Tahun. Adapun formulasi dalam 

menghitung realisasi skor IKM adalah sebagai berikut: 

Skor IKM =  

 

Nilai per Indikator:  

Nilai per aspek:  

Nilai Indeks:  

 

Tabel 3. 7. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 

 

Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

(2) (3) (4) (5) 

Skor IKM 
 

89 89,27 100,3 % 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja atas skor 

IKM tahun 2025 adalah 89,27% dari target kinerja sebesar 89%, 

sehingga realisasi capaian kinerja atas indikator IKM adalah 100,3 

% (melebihi target kinerja). 

 

Selanjutnya dilakukan perhtiungan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan table berikut 

 

 

Tabel 3. 8. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 

Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

(2) (3) (4) (5) 

Skor IKM 
 

86 86,27 100,3 % 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja atas skor 

IKM tahun 2024 adalah 86,27 dari target kinerja sebesar 86  
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sehingga realisasi capaian kinerja atas indikator IKM adalah 100,3 

(melebihi target kinerja). 

 

2. Indikator Kinerja : Jumlah Nilai AKIP 

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Nilai AKIP Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 

dengan menggunakan data hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah Provinsi Jambi atas LKj tahun 2024, dikarenakan proses 

evaluasi atas LKj Tahun 2023 baru dilakukan setelah selesainya 

proses penyusunan LKj. Adapun realisasi kinerja atas kinerja : 

jumlah nilai AKIP yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 9. Perolehan Nilai AKIP BPKPD 

Indikator  

Kinerja 

Target  

Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 

 Tahun 2022 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2022 

(2) (3) (4) (5) 

Jumlah Nilai Akip 
 

72 75,89 106% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa atas indikator 

kinerja jumlah nilai AKIP terealisasi sebesar 75,89 melebihi target 

kinerja yaitu 72 dengan capaian kinerja 106%. 
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Sasaran V :  MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH 

MELALUI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD). 

 

Dalam pengukuran sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian 

Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: 

 

41,15 

92,49 %   :  -------------------  x   100 % 

44,49 

 
Tabel 3.10. Realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah  

Tahun 2025 

 

Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah  44,49 % 41,15 % 92,49 % 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja atas 

indikator kinerja persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 

2025 adalah sebesar 41,15 %, target sebesar 44,49 %. Adapun capaian 

kinerja tahun 2025 adalah sebesar 92,49 %. 

 

Sasaran VI : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI 

PELAKSANAAN APBD. 

 

Dalam pengukuran sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas 

dan Efisiensi Pelaksanaan APBD dengan formulasi perhitungan sebagai 

berikut: 

91,95 

96,79 %   :  -------------------  x   100 % 

95 
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Tabel 3.11. Realisasi Persentase Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD  

Tahun 2025 

 

Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

Persentase Realisasi Belanja Terhadap Belanja 

Total dalam APBD  
95 % 91,95 % 96,79 % 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja atas 

indikator kinerja persentase Realisasi Belanja terhadap Belanja Total 

dalam APBD tahun 2025 adalah sebesar 91,95 %, target sebesar 95 %. 

Adapun capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 96,79 %. 

 

II. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu  

 

Tabel 3.12. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 

dengan tahun lalu 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 

Kinerja 

2025 
 

Capaian 

Kinerja 

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatnya 
Tranparasi dan 
Akuntabilitas Kinerja 
dan Pengelolaan 

keuangan Daerah 

OPINI BPK WTP 100% 

2. Meningkatnya 
Pendapatan Daerah 

Persentase Peningkatan 
PAD  

-14,06 % -0,03 % 

3. Meningkatkan 
kualitas pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Persentase Pengamanan 
Barang Milik Daerah 

96,74 % 101,74 % 

4. Meningkatnya 

kualitas Pelayanan 

Publik, 

Akuntabilitas 

Kinerja 
Meningkatnya 
kualitas Pelayanan 
Publik, Akuntabilitas 
Kinerja 

Skor IKM 89,97 % 100,05 % 

5. Meningkatkan 
kemandirian fiskal 

Nilai AKIP 

 
81,96 102,45 
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daerah melalui 
optimalisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Meningkatkan 
kemandirian fiskal 
daerah melalui 
optimalisasi 
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Persentase PAD Terhadap 
Pendapatan Daerah 

43,15 % - 

6. Meningkatkan 
efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan 

APBD 
Meningkatkan 

efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan 
APBD 

Rasio Pajak Daerah 
terhadap PDRB 

0,66 % - 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Hasil Audit BPK 

terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Opini WTP tahun 

2025 belum dapat di nilai dari tahun sebelumnya karena hasil 

dari Opini BPK Kantor Perwakilan Jambi baru dapat di peroleh 

bulan Mei 2024 

2. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mencapai 107,94 % 

3. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Pengamanan 

Barang Milik Daerah Tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024 

4. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat Tahun 2025 sama dibandingkan dengan capaian 

kinerja Tahun 2024 lebih tinggi dari sebelumnya 

5. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah Nilai AKIP 

Tahun 2025 belum dapat di bandingkan dengan tahun 

sebelumnya karena hasil AKIP dapat diperoleh bulan Juni 2024 

6. Untuk persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding 

dengan Pendapatan Daerah, indikator tersebut baru dinilai 

tahun 2025. 
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7. Untuk Kontribusi PDRB terhadap PAD belum bisa diukur 

dikarenakan menunggu press release dari BPS Provinsi Jambi 

yang baru ada pada bulan Februari selanjutnya. 

 

Adapun analisis atas capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-

tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis I : MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

1. Indikator Kinerja : OPINI BPK 

Untuk Menghitung capaian kinerja tahun 2022 s.d 2023 

digunakan data hasil audit BPK atas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 s.d 2024 

(dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses 

audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Adapun 

perbandingan capaian kinerja tahun 2024 s.d Tahun 2025, dapat 

dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 3. 10. Capaian Kinerja Atas Hasil Audit BPK Yang Diperoleh Oleh 

Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022-2023 

NO. PROVINSI  

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

KET 

1 2 4 5 6 

1 JAMBI WTP WTP tercapai 

 Jumlah Persentase 100 % 100 %  

 

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja 

tahun 2023 sama dengan capaian tahun dan 2022 yaitu sebesar 

100%. 
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Sasaran Strategis II : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH 

1. Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah 

Untuk Menghitung capaian kinerja tahun 2024 s.d 2025 

digunakan data hasil audit BPK atas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 s.d 2024 

(dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses 

audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Adapun 

perbandingan capaian kinerja tahun 2024 s.d Tahun 2025, dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 3. 11. 

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2024-2025 

NO. Indikator Kinerja 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2024 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2025 

KET 

1 2 4 5 6 

1 

Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

102,13 % 128,38% tercapai 

 Jumlah Persentase 100 % 100 %  

 

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja 

tahun 2023 lebih rendah capaian tahun dan 2021 yaitu sebesar 

102.13%. 

 

Sasaran Strategis III : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN 

PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA 

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat 

Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, 

diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 

2024 dengan target kinerja tahun 2024, adapun capaian kinerja 

atas IKM tahun 2025, adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. 12. Capaian Kinerja IKM Tahun 2025 

Indikator Kinerja 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2024 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2025 

KET 

(1) (2) (3) (4) 

Skor IKM 
 

100,09% 100,32 % tercapai 

 

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja 

tahun 2025 lebih tinggi dari niai capaian tahun dan 2024 yaitu 

sebesar 100,32%. 

 

2. Indikator Kinerja : Jumlah Nilai AKIP 

Capaian Kinerja atas Jumlah Nilai AKIP tahun 2025 

menggunakan data hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas LKj Tahun 2024, 

dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses 

evaluasi AKIP. Adapun capaian kinerja atas jumlah nilai AKIP 

tahun 2025, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 13. Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2025 

Indikator Kinerja 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2024 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2025 

KET 

(1) (2) (3) (4) 

Jumlah Nilai AKIP 
 

-- 106,87 tercapai 
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III. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi. 

Tabel 3. 14. Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat pada dokumen Renstra 

No. Sasaran  
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 
2025 

 

Target 
Kinerja 
2025 
yang 
ada 
Pada 

Renstra 

Capaian 
Kinerja 

atas 
Target 

Renstra 
Tahun 

2025 

Ket 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Meningkatnya 
Transparansi 
dan 
Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

OPINI BPK WTP WTP WTP Tercapai 

2 Meningkatnya 
Pendapatan 
Asli Daerah 

Persentase 
Peningkatan 
PAD  

7,94 % 5,70 % 128,38% Tercapai 

3. Meningkatkan 

kualitas 
pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

Persentase 

Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah 

 

97,34 % 

 

84,62%% 

 

113,08 % 

Tercapai 

4. Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
Publik, 
Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Keuangan. 

Skor IKM 87,09 87 
 

100,32 % tercapai 

Nilai AKIP  75,89 
 

BB 106,87%  Tercapai 

 

IV. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilakukan 

 

Sasaran I : MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

1. Indikator Kinerja : OPINI BPK 

Realisasi atas Indikator kinerja OPINI BPK tahun 2025 telah 

sesuai dengan target yang dharapkan yaitu memperoleh opini 

WTP, dan capaian atas kinerja tahun 2025 sama dengan capaian 

tahun 2024  
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Sasaran II : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH  

1. Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan PAD Realisasi 

Kinerja atas Indikator Kinerja persentase peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah tahun 2025 adalah sebesar 107,94 dan mencapai 

target yang diharapkan yaitu sebesar 5,7 %. Hal tersebut 

dikarenakan berjalanya program pemerintan provinsi jambi yaitu 

program pemutihan pokok dan denda (PKB dan BBNKB), serta 

tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

 

Sasaran III : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH 

 

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Pengamanan Barang Milik 

Daerah tahun 2025 telah sesuai dengan target yang dharapkan yaitu 

teralisasi 97,34 %, dan capaian kinerja sebesar 115,04 %. 

 

Sasaran III : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN 

AKUNTABILITAS KINERJA  

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat 

Realisasi Kinerja atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar 87,09 sehingga melebihi 

target yang diharapkan yaitu sebesar 87. Adapun keberhasilan 

atas capaian target tersebut dikarenakan prosedur pembayaran 

pajak yang relative mudah. 

Meskipun realisasi kinerja tahun 2025 telah melebihi target yang 

diharapkan, adapun langkah kedepan yang akan dilakukan dalam 

rangka peningkatan capaian kinerja yaitu : 

1) Sarana dan prasarana pembayaran pajak lebih ditingkatkan 

 

2. Indikator Kinerja : Jumlah Nilai AKIP 

Realisasi Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah Nilai AKIP tahun 

2025 adalah sebesar 75,11 sehingga melebihi target yang 
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diharapkan yaitu sebesar 75. Adapun keberhasilan atas capaian 

target tersebut dikarenakan diberikannya bimbingan dan 

pelatihan untuk penyusunan Laporan Kinerja. 

Meskipun realisasi kinerja tahun 2025 telah melebihi target yang 

diharapkan, namun capaian Kinerja atas Indikator Kinerja tahun 

2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Adapun langkah kedepan yang akan dilakukan dalam rangka 

peningkatan capaian kinerja yaitu : 

1) Penambahan pemahaman tentang SAKIP 

 

V. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya 

 

Tabel 3. 15. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 

Kinerja 

Serapan 

Anggaran 

(%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

OPINI BPK WTP 99,26% 

2 Meningkatnya 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Persentase 
Peningkatan Porsi PAD 

Terhadap Penerimaan 

Daerah 

102,13 % 98.36% 

3 Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 
Baragn Milik 

Daerah 

Persentase 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah 

115,04% 92.73% 

4. Meningkatnya 

kualitas 

Pelayanan Publik, 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 
Keuangan. 

Skor IKM 100,09% 98,58% 

 
Nilai AKIP  106% 

 

Rata-Rata Capaian  103% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Atas sasaran strategis meningkatnya transparansi dan 

akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dimana 

sumber daya yang digunakan telah efisien dikarenakan rata-
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rata capaian kinerja yang diperoleh lebih besar dibandingkan 

dengan persentase serapan anggaran yang digunakan. 

2. Atas sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 

dimana sumber daya yang digunakan telah efisien 

dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh lebih 

kecil dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang 

digunakan. 

3. Atas sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public, 

akuntabilitas kinerja dan keuangan telah sumber daya yang 

digunakan telah efisien dikarenakan rata-rata capaian kinerja 

yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan persentase 

serapan anggaran yang digunakan. 

 

VI. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 

Tabel 3. 16. Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikat
or 

Kinerja 

Targ
et 

Real
isasi 

 

Ket Program Kegiatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Meningka

tnya 

Transpara
nsi dan 

Akuntabil

itas 

Kinerja 

dan 

Pengelola
an 

Keuangan 

Daerah 

OPINI 

BPK 

WTP WTP Tercapai Program 

Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

- Koordinasi dan 
Penyusunan 
Rencana 
Anggaran Daerah 
- Koordinasi dan 

Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 
- Koordinasi dan 

Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Daerah 
- Penunjang 
Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 
- Pengelolaan 

Data dan 
Implementasi 
Sistem Informasi 
Pemerintah 



52 

 

Daerah Lingkup 
Keuangan 
Daerah 

2 Meningka
tnya 

Pendapat

an Asli 

Daerah 

Persen
tase 

Pening

katan 

PAD  

7,94 
% 

5.7 
% 

Tercapai Program 
Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

Kegiatan 
Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

3 Meningka

tnya 

Pendapat
an Asli 

Daerah 

Persen

tase 

Penga
manan 

Barang 

Milik 

Daerah 

97,3

4 % 

 

84,62

% 

Tercapai Program 

Pengelolaan 

Pendapatan 
Daerah 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Pendapatan 
Daerah 

4. Meningka

tnya 
kualitas 

Pelayanan 

Publik, 

Akuntabil

itas 

Kinerja 
dan 

Keuangan 

Skor 

IKM 

87 87,0

9 

Tercapai Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Provinsi 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 

AKIP  

77  80,1

5 

Tercapai 
 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Provinsi 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

 

 

 

 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

 

Pencapaian kinerja realisasi anggaran Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 

2025 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan 

dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang 

dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, baik 

yang dialokasikan dalam anggaran rutin. 

Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2025 masih berpedoman 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan 

Kemendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara 



53 

 

Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan 

pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan 

makna dan substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.  

Berikut ini hasil realisasi anggaran untuk Akuntabilitas Keuangan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi  

sumber dana APBD Provinsi Jambi: 
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DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK) 

KEGIATAN APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 

(POSISI : BULAN Desember 2025) 

          

NAMA OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH     
KEPALA OPD : AGUS PIRNGADI, S. Sos 

       

NO 

SKPD/NAMA 

PROGRAM/ URAIAN 

KEGIATAN 

NAMA PEJABAT 

PELAKSANA 

TAHUN KEGIATAN 

JUMLAH DPA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN 

SISA 

ANGGARAN 

Rp. APBD MURNI                         

( Rasionalisasi ) 

Rp. 

PERUBAHAN 

Rp. 
JUMLAH TOTAL 

Rp. 

REALISASI KEUANGAN FISIK(%) 

Rp. % REAL 

                

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.101.479.067,00  (7.000.000) 1.094.479.067,00 1.071.122.860,00 97,24 100,00 23.356.207,00 

1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Muhammad Asriani, SE 284.977.356,00  (7.000.000) 277.977.356,00 273.533.221,00 98,40 100,00 4.444.135,00 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

Muhammad Asriani, SE 816.501.711,00  -  816.501.711,00 797.589.639,00 97,68 100,00 18.912.072,00 

                    

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 79.872.497.510,00  -  79.872.497.510,00 78.959.412.565,00 98,86 100,00 913.084.945,0

0 

1 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Darno, SE 78.812.403.510,00  -  78.812.403.510,00 77.907.248.107,00 98,85 100,00 905.155.403,0

0 

2 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Darno, SE 987.539.600,00  -  987.539.600,00 979.639.783,00 99,20 100,00 7.899.817,00 

3 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Darno, SE 72.554.400,00  -  72.554.400,00 72.524.675,00 99,96 100,00 29.725,00 

                    

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.207.820,00  -  250.207.820,00 232.545.040,00 92,94 100,00 17.662.780,00 

1 Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD 

Darno, SE 250.207.820,00  -  250.207.820,00 232.545.040,00 92,94 100,00 17.662.780,00 

                    

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 607.237.110,00  -  607.237.110,00 547.231.789,00 90,12 100,00 60.005.321,00 

1 
Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Darno, SE 262.128.000,00  -  262.128.000,00 253.921.000,00 96,87 100,00 8.207.000,00 
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kelengkapannya 

2 

Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai 

Mardiana, SE 150.845.110,00  -  150.845.110,00 149.800.774,00 99,31 100,00 1.044.336,00 

3 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Mardiana, SE 194.264.000,00  -  194.264.000,00 143.510.015,00 73,87 100,00 50.753.985,00 

                    

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.766.468.711,00  (25.000.000) 2.741.468.711,00 2.675.399.296,00 96,71 100,00 66.069.415,00 

1 Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Darno, SE 128.744.695,00  -  128.744.695,00 114.747.114,00 89,13 100,00 13.997.581,00 

2 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Darno, SE 310.536.600,00  -  310.536.600,00 305.347.418,00 98,33 100,00 5.189.182,00 

3 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Darno, SE 1.802.126.336,00  (25.000.000) 1.777.126.336,00 1.755.342.337,00 98,77 100,00 21.783.999,00 

4 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Mardiana, SE 37.059.120,00  -  37.059.120,00 28.585.000,00 77,13 100,00 8.474.120,00 

5 Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

Darno, SE 229.468.800,00  -  229.468.800,00 226.699.892,00 98,79 100,00 2.768.908,00 

6 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Darno, SE 258.533.160,00  -  258.533.160,00 244.677.535,00 94,64 100,00 13.855.625,00 

                    

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

2.330.279.435,00  -  2.330.279.435,00 2.215.002.078,00 95,05 100,00 115.277.357,0

0 

1 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Darno, SE 2.330.279.435,00  -  2.330.279.435,00 2.215.002.078,00 95,05 100,00 115.277.357,0

0 

                    

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.883.452.814,00  -  2.883.452.814,00 2.863.532.136,00 99,31 100,00 19.920.678,00 

1 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Mardiana, SE 66.911.580,00  -  66.911.580,00 58.524.676,00 87,47 100,00 8.386.904,00 

2 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Darno, SE 1.846.731.334,00  -  1.846.731.334,00 1.845.463.021,00 99,93 100,00 1.268.313,00 

3 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Mardiana, SE 969.809.900,00  -  969.809.900,00 959.544.439,00 98,94 100,00 10.265.461,00 

                    

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

2.806.941.200,00  -  2.806.941.200,00 2.708.716.489,00 96,50 100,00 98.224.711,00 

1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Darno, SE 1.544.515.200,00  -  1.544.515.200,00 1.511.095.973,00 97,84 100,00 33.419.227,00 
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2 Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Darno, SE 429.624.600,00  -  429.624.600,00 367.667.633,00 85,58 100,00 61.956.967,00 

3 Pemeliharaan/Rehabilitas

i Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Mardiana, SE 832.801.400,00  -  832.801.400,00 829.952.883,00 99,66 100,00 2.848.517,00 

                    

9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.454.336.114,00  -  1.454.336.114,00 1.401.614.015,00 96,37 100,00 52.722.099,00 

1 Koordinasi dan 

Penyusunan KUA dan 

PPAS 

Harsya Wardhana, SE 344.312.885,00  -  344.312.885,00 294.538.381,00 85,54 100,00 49.774.504,00 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran APBD 

Mery Trijana, SE, ME 1.110.023.229,00  -  1.110.023.229,00 1.107.075.634,00 99,73 100,00 2.947.595,00 

                    

10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 700.765.311,00  -  700.765.311,00 674.686.779,00 96,28 100,00 26.078.532,00 

1 Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD 

Kabupaten/Kota 

Muhammad Fadlan, SE 462.075.380,00  -  462.075.380,00 437.696.959,00 94,72 100,00 24.378.421,00 

2 Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

Irzan Hadi, S. Kom, M. Kom 108.029.406,00  -  108.029.406,00 107.965.991,00 99,94 100,00 63.415,00 

3 Pembinaan Implementasi 

Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah 

bidang Keuangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Irzan Hadi, S. Kom, M. Kom 130.660.525,00  -  130.660.525,00 129.023.829,00 98,75 100,00 1.636.696,00 

                    

11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 949.586.394,00  -  949.586.394,00 940.048.717,00 99,00 100,00 9.537.677,00 

1 Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas Daerah 

Hilda Susanti, SE 237.465.525,00  -  237.465.525,00 237.314.541,00 99,94 100,00 150.984,00 

2 Penyiapan, Pelaksanaan 

Pengendalian dan 

Penerbitan Anggaran Kas 

dan SPD 

Hilda Susanti, SE 253.050.678,00  -  253.050.678,00 247.811.687,00 97,93 100,00 5.238.991,00 

3 Penatausahaan 

Pembiayaan Daerah 

Nanda Nurul Falah, S. Stp, ME 310.560.807,00  -  310.560.807,00 309.542.506,00 99,67 100,00 1.018.301,00 
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4 Koordinasi, Fasilitasi, 

Asistensi, Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring, 

dan Evaluasi Pengelolaan 

Dana Perimbangan dan 

Dana Transfer Lainnya 

Hilda Susanti, SE 148.509.384,00  -  148.509.384,00 145.379.983,00 97,89 100,00 3.129.401,00 

                    

12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah 

752.311.750,00  -  752.311.750,00 732.524.037,00 97,37 100,00 19.787.713,00 

1 Rekonsiliasi dan 

Verifikasi Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, 

Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan, Pendapatan-

LO,dan Beban 

Drs. Ahmad Nisywan, M. SI 100.069.760,00  -  100.069.760,00 99.862.189,00 99,79 100,00 207.571,00 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Provinsi 

Nuraini Dewi Erlita, SE 203.596.279,00  -  203.596.279,00 203.073.015,00 99,74 100,00 523.264,00 

3 Penyusunan 

Tanggapan/Tindak Lanjut 

terhadap LHP BPK atas 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Nuraini Dewi Erlita, SE 77.126.375,00  -  77.126.375,00 67.250.436,00 87,20 100,00 9.875.939,00 

4 Koordinasi, Sinkronisasi, 

dan Penyelesaian 

Tuntutan Perbendaharaan 

dan Tuntutan Kerugian 

Daerah 

Irzan Hadi, S. Kom, M. Kom 291.172.042,00  -  291.172.042,00 290.051.397,00 99,62 100,00 1.120.645,00 

5 Penyusunan Kebijakan 

dan Panduan Teknis 

Operasional 

Penyelenggaraan 

Akuntansi Pemerintah 

Daerah 

Nuraini Dewi Erlita, SE 80.347.294,00  -  80.347.294,00 72.287.000,00 89,97 100,00 8.060.294,00 

                    

13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.081.739.860.570,00  (2.739.823.000) 1.079.000.037.570,00 1.073.823.578.466,00 99,27 100,00 5.176.459.104,

00 

1 Analisis Perencanaan dan 

Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

  175.700.000.000,00  -  175.700.000.000,00 172.102.990.000,00 97,95 100,00 3.597.010.000,

00 

2 Pengelolaan Dana 

Darurat dan Mendesak 

  6.052.838.449,00  (2.739.823.000) 3.313.015.449,00 1.733.566.345,00 52,33 100,00 1.579.449.104,

00 

3 Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Provinsi 

  899.987.022.121,00  -  899.987.022.121,00 899.987.022.121,00 100,00 100,00 0,00 
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14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah Lingkup Keuangan Daerah 

361.094.105,00  -  361.094.105,00 360.807.485,00 99,92 100,00 286.620,00 

1 Pembinaan Sistem 

Informasi Pemerintah 

Daerah Bidang Keuangan 

Daerah Pemerintah 

Provinsi 

Drs. Ahmad Nisywan, M. Si 361.094.105,00  -  361.094.105,00 360.807.485,00 99,92 100,00 286.620,00 

                    

15. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 14.623.505.531,00  32.000.000  14.655.505.531,00 14.383.189.221,00 98,36 100,00 272.316.310,0

0 

1 Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah, serta Penyusunan 

Kebijakan Pajak Daerah 

Aditya Rachman Prasetyo, SE, M.ak 459.753.008,00  32.000.000  491.753.008,00 490.848.649,00 99,82 100,00 904.359,00 

2 Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah 

R. Ilham Asri Aditya, S.SStp 5.271.027.328,00  -  5.271.027.328,00 5.134.665.108,00 97,41 100,00 136.362.220,0

0 

3 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Batanghari 

  433.737.920,00  -  433.737.920,00 431.853.828,00 99,57 100,00 1.884.092,00 

4 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Bungo 

  501.726.716,00  -  501.726.716,00 493.458.000,00 98,35 100,00 8.268.716,00 

5 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Kerinci 

  515.281.364,00  -  515.281.364,00 515.105.235,00 99,97 100,00 176.129,00 

6 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Merangin 

  533.314.996,00  -  533.314.996,00 524.882.506,00 98,42 100,00 8.432.490,00 

7 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Muaro 

Jambi 

  518.865.887,00  -  518.865.887,00 508.349.276,00 97,97 100,00 10.516.611,00 

8 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Sarolangun 

  449.581.258,00  -  449.581.258,00 435.195.990,00 96,80 100,00 14.385.268,00 

9 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Tanjung 

Jabung Barat 

  416.434.915,00  -  416.434.915,00 374.236.031,00 89,87 100,00 42.198.884,00 

10 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Tanjung 

Jabung Timur 

  387.953.433,00  -  387.953.433,00 380.220.180,00 98,01 100,00 7.733.253,00 

11 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Tebo 

  475.212.392,00  -  475.212.392,00 456.621.641,00 96,09 100,00 18.590.751,00 

12 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah Kota Jambi 

  723.964.486,00  -  723.964.486,00 720.016.166,00 99,45 100,00 3.948.320,00 

13 Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan 

Deddy Wahyudi, S. Kom, M.SI 2.997.314.997,00  -  2.997.314.997,00 2.996.097.136,00 99,96 100,00 1.217.861,00 
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Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah 

14 Pelayanan dan Konsultasi 

Pajak Daerah 

Eka Nopsarisa, S. Kom 289.910.309,00  -  289.910.309,00 277.698.174,00 95,79 100,00 12.212.135,00 

15 Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

Shanti Marantikasari, SE 305.209.492,00  -  305.209.492,00 303.290.093,00 99,37 100,00 1.919.399,00 

16 Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Iskandar Muda, SE, MM 344.217.030,00  -  344.217.030,00 340.651.208,00 98,96 100,00 3.565.822,00 

                    

16. Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.094.945.706,00 0,00 3.094.945.706,00 2.626.552.793,00 84,87 92,73 468.392.913,0

0 

1 Penyusunan Standar 

Harga 

Rian Widiantara, SE 349.817.350,00  -  349.817.350,00 338.931.738,00 96,89 100,00 10.885.612,00 

2 Inventarisasi Barang 

Milik daerah 

Mutia Vinolika, S. IP 760.614.878,00  -  760.614.878,00 429.062.827,00 56,41 56,41 331.552.051,0

0 

3 Pengamanan Barang 

Milik Daerah 

Rian Widiantara, SE 1.003.277.608,00  -  1.003.277.608,00 910.085.235,00 90,71 100,00 93.192.373,00 

4 Penilaian Barang Milik 

daerah 

Askar Veto Tremudya, SE, MM 128.852.487,00  -  128.852.487,00 127.473.289,00 98,93 100,00 1.379.198,00 

5 Optimalisasi Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan dan 

Penghapusan barang 

Milik Daerah 

Askar Veto Tremudya, SE, MM 536.397.187,00  -  536.397.187,00 505.157.316,00 94,18 100,00 31.239.871,00 

6 Pembinaan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Mutia Vinolika, S. IP 315.986.196,00  -  315.986.196,00 315.842.388,00 99,95 100,00 143.808,00 

                    

JUMLAH TOTAL BELANJA  
1.196.294.969.148,0

0 

 

(2.739.823.000) 
1.193.555.146.148,00 

1.186.215.963.766,0

0 
96,14 99,55 

7.339.182.

382,00   
 

       

       

Jambi,           Januari 2025 
       

Pengguna Anggaran 
 

       
 

 

  

          

       
AGUS PIRNGADI, S.Sos 

    
 

 

 

  
NIP. 196912151990031005 
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Pagu murni tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.196.294.969.148,00,- 

sedangkan pagu perubahan sebesar Rp. 1.196.355.146.148,00,- 

dengan realisasi keuangan sebesar 96,14 % dan realisasi fisik sebesar 

99,55 % sebesar yang terdiri dari belanja daerah. 

Hal ini disebabkan pernghematan pengeluaran yang dianggap 

kurang perlu serta efesiensi terutama dengan pihak ketiga serta ada 

beberapa perbedaan satuan serta harga antara realisasi dan 

perencanaan. Sisa dana anggaran pada DPA Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tersebut seluruhnya 

telah dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.             
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BAB IV PENUTUP 
 

Penyelenggaraan Kegiatan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 merupakan 

tahun ketiga dari Rencana Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang 

dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak terkait dan 

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, untuk target-target 

yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak 

terkait. 

 

A. KESIMPULAN 
 

- Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah sesuai dengan target 

yang telah di tetapkan telah sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 

- Meskipun secara umum kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah berhasil dalam 

melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan 

bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya 

permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud 

dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk 

tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal. 

 

B. SARAN 
 

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengingkatkan capaian 

kinerja yang masih dibawah standar mohon kiranya dapat 

diprioritaskan anggaran yang lebih besar pada kegiatan-kegiatan yang 
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terkait dengan peningkatan saran prasarana pendukung kesamsatan, 

pemakaian aset dan Pengalolaan Keuangan daerah berikut : 

1. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar 

dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD 

terhadap pendapatan lebih besar dengan cara : 

- Perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah 

- Menggali potensi PAD dari sektor pajak selain PKB dan BBNKB 

- Menggali potensi retribusi daerah. 

2. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai Pengelola keuangan 

agar lebih diperioritaskan demi tercapainya target Realisasi 

Pendapatan. 

3. Melaksanakan pendataan objek pajak kendaraan bermotor terkait 

wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang dengan 

membentuk Tim Terpadu melibatkan pemerintah daerah 

kabupaten/kota se-provinsi jambi 

4. Pengembangan system perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis 

teknologi informasi 

5. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolan keuangan 

yang tepat waktu 

6. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi 

Peraturan perundang-undangan bagi aparatur 

7. Pemantapan ketepatan waktu pelaksanaan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yang mengacu pada Sistem Operasional Prosedur 

8. Pemantapan kualitas dan peningkatan persentase ASN yang 

memenuhi kualifikasi standar dan tingkat akurasi data BMD yang 

disajikan dalam LBMD 

9. Mendorong SKPD untuk lebih aktif berkoordinasi dengan 

pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK dan TP  

10. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan potensi 

DBH dan DID 
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Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi ini 

disajikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta 

referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di masa yang akan datang. 
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Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan Daerah 
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